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1. Al-Muamalah al-madiyah yaitu muamalah bersifat kebendaan, karena objek 

fiqih muamalah adalah harta benda yang halal, yang haram dan yang subhat 

untuk diperjualbelikan. Hasbi al-Shiddieqy mengatakan yang dimaksud dengan 

t dimiliki, dapat 

.7  

2. Al-muamalah al-adabiyah yang termasuk bagian ini adalah saling meridhoi 

dalam bermuamalah, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran, 

penipuan, pemalsuan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia 

yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan Masyarakat yang 

berhubungan dengan akhlak dalam bermuamalah. 

Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan bahwa yang termasuk dalam bagian 

muamalah adalah pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga 

(al-ahwal al-syakhsyiyah); kedua, hukum perdata (ahkam madaniyah); ketiga, 

hukum pidana (ahkam al-Jinayah); keempat, hukum acara (ahkam al- ; 

kelima, hukum peradilan (ahkam al-  keenam, hukum tata negara (ahkam al-

dauliyah); serta ketujuh, hukum ekonomi (ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah). 
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7 T.M. Hasbi al- al-Shiddieqy,Pengantar ilmu Muamalah, Jakarta, Bulan Bintang,1984,h.140 



 
 

 
 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 



 
 

 
 

 

 

1. Bagaimana kepatuhan syariah dalam layanan pembiayaan oleh perbankan 

syariah di Kota Bandung? 

2. Bagaimana penerapan peraturan perUndang-Undangan teknologi informasi 

dalam layanan pembiayaan syariah di perbankan syariah di kota Bandung?  

3. Bagaimana penerapan akad dalam mekanisme layanan pembiayaan syariah 

perbankan syariah di kota Bandung? 

4. Bagaimana penyelesaian sengketa layanan pembiayaan syariah berbasis 

teknologi informasi pada perbankan syariah di kota Bandung? 

5. Bagaimana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam perspektif 

hukum Islam pada bank syariah di Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

 



 
 

 
 

1. Menganalisis kepatuhan syariah dalam pembiayaan oleh perbankan syariah di 

Kota Bandung 

2. Menganalisis penerapan peraturan perUndang-Undangan teknologi informasi 

dalam layanan pembiayaan syariah di perbankan syariah di Kota Bandung 

3. Menganalisis penerapan akad dalam mekanisme layanan pembiayaan syariah 

perbankan syariah di Kota Bandung 

4. Menganalisis penyelesaian sengketa layanan pembiayaan syariah berbasis 

teknologi informasi pada perbankan syariah di Kota Bandung 

5. Menganalisis layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dalam 

perspektif hukum Islam pada bank syariah di Kota Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, yaitu: 

a. Sebagai kontribusi akademis dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, 

terutama terkait dengan pelaksanaan praktik pembiayaan berbasis teknologi 

informasi; 

b. Sebagai referensi untuk menekankan pentingnya pengamalan hukum 

ekonomi syariah dalam kegiatan perekonomian umat muslim dalam 

mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat. 

2. Manfaat praktis, yaitu: 

a. Bagi para praktisi hukum Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dalam memutuskan perkara hukum ekonomi syariah untuk 

masyarakat, khususnya terkait khususnya terkait penyelenggaraan praktik 

pembiayaan berbasis teknologi informasi; 

b. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumbangan pemikiran dalam menyusun, memutuskan dan 

menetapkan berbagai kebijakan perekonomian di masyarakat yang 

memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi umat muslim di Indonesia;  



 
 

 
 

c. Bagi pemerhati dan akademisi di bidang hukum ekonomi syariah, dapat 

digunakan sebagai referensi dan sumber informasi guna dikembangkan dalam 

penelitian selanjutnya. 

E. Kerangka Berpikir  

 

1. Grand Theory: Maqasid Al-Syariah 
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2. Middle Theory: Ijtihad  

 

a. Jahdun dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. 

b. Juhdun dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang didalamnya 

terkandung arti sulit, berat dan susah. 
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17 Ahsan lilhasanah, al-Fiqh al-Maqasidi inda al-Iama Al-Syatibi (Mesir: Dar al Salam,2009) 
18 Yusuf qardhawi, al-ijtihad al- -Istinbath wa al al-infiraat, (Surabaya: Risalah 

Gusti,1995) 
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20 Muslimin,E Qiyas sebagai sumber hukum Islam (2019). -

250.http://doi.org/10.54090/mu.25 
21 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Muktabah al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan 

VIII,1991),h.79 
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3. Applied Theory: Teori Akad 

Akad salah unsur terpenting yang mendasari segala bentuk transaksi 

keuangan syariah. Tak salah kiranya apabila akad dianggap sebagai inti (core) atau 

substansi pokok dalam kegiatan dibidang transaksi pembiayaan syariah itu sendiri. 

Hal ini berlandaskan dua argumen: pertama, bahwa setiap transaksi pembiayaan 

syariah terlahir dari akad. kedua, sah atau tidaknya setiap transaksi ditentukan oleh 

keabsahan akadnya. 

Eksistensi akad dalam konsep fikih muamalah dipandang sebagai yang sakral 

karena keberadaannya mendasari setiap kegiatan muamalah manusia. Keabsahan 

akad merupakan aspek legalitas ikut menentukan kepemilikan, perpindahan hak 

milik dan manfaat dan pada gilirannya akan menentukan tentang terpenuhinya 

syarat syariah di dalam transaksi pembiayaan. 

Akad secara etimologis berasal dari Bahasa Arab al-  yang secara leksikal 

hissy) maupun tidak 

tampak nyata/abstrak ( y).23  

 

24 

 

 

 
 

 
23 Al- Al-Qamus al Muhith (Beirut :Dar al 

jayl.t.th) Juz I h.327 

 
24 Munir Al- Qamus Al Mawrid, (Beirut: Dar al- -Malayin,1990) h.770 
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25 Muhammad Salam Madkur, Al-Madkhal fi al-fiqh Al-Islamy, ( Kairo :Dar Al-Nahdhah Al_ 

Arabiyyah 1963), h.506 
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     26 PERMA NO.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

27 Abdul Wahhab Khallaf,Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh (PT.Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2002 ),h.180 
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a. Adanya para pihak yang membuat akad (al- -aqidan) 

b. Pernyataan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri (shigatul  al-aqad) 

c. Objek akad (al- - ) dan 

d. Tujuan akad - . 30 

31 

32  

Setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus merujuk pada akad 

yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi Berdasar Prinsip Syariah atau pernyataan kesesuaian syariah 

dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan wajib melaporkan 

kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.33  
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F.   Penelitian Terdahulu 

1. Disertasi tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional  
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35 Muhammad Maksum, Fatwa Dewan Syariah Nashional Majelis Ulama Indonesia Dalam 

Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa 
Majelis Penashihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Sahida, 2013) 
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Majelis Penashihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Sahida, 2013) 



 
 

 
 

 

2. Institusionalisasi Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM): 

Studi Sosiologis BMT Di Cipulir Dan BQ Di Banda Aceh37 
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3. Fintech syariah dalam Perspektif Islam 

39 
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39 Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum 
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40 Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum 
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4. Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam 

Mempertahankan Eksistensi di Era Digital 

41 

 
41 Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia 

-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis 
Syariah Vol 6 No 1 (2024) 834-845 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 
10.47467/alkharaj.v6i1.2396 



 
 

 
 

 

5. Dinamika Fatwa Mudarabah dan Murabahah di Indonesia dan 

Malaysia. 

42 

 
42 Al Hakim, Sofian, Dinamika Fatwa Mudarabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia. 

(Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2019)  
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1. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah 44 

 

 
43 Al Hakim, Sofian, Dinamika Fatwa Mudarabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia. 

(Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2019) 
44 Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses 

pada https://www.Otoritas Jasa Keuangan.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/Undang-
Undang/Pages/Undang-Undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx 



 
 

 
 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.45  

 Undang-Undang ini mengatur tentang informasi transaksi elektronik yang 

khusus mengkaji peran pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi 

informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang 

nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 

(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi 

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 

(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai 

akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang 

mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

Undangan. 

(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik 

strategis yang wajib dilindungi. 

(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat 

dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta 

menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan 

data. 

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen 

Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan 

perlindungan data yang dimilikinya 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 



 
 

 
 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik 

(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi 

melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi 

Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan 

melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. 

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi 

konsultasi dan mediasi. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan.46 

 Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk: a) mengatur dan 

mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan, b) mengatur dan 

mengawasi aktivitas jasa keuangan di pasar modal, dan c) mengatur dan mengawasi 

aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta 

lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk 

memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap bank umum, bank 

perkreditan rakyat, dan bank syariah dilakukan dengan baik, serta memastikan 

bahwa semua bank mematuhi peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.  

 Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk menggantikan tugas pengaturan dan 

pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam sektor 

perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) untuk pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Dengan kehadiran Otoritas 

Jasa Keuangan, diharapkan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan 

dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif. 

 

 
         46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan 



 
 

 
 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama.47  

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Fungsi Peradilan 

Agama dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:  

a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

b. Penyelesaian sengketa muamalat 

c. Pengesahan dan pembatalan akta syariah 

d. Fatwa dan konsultasi hukum syariah 

e. Pelaksanaan putusan 

f. Sosialisasi hukum syariah 

g. Pendidikan hukum 

5.  Peraturan Bank Indonesia 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan 

Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.48  

 

 

 
         47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
         48 Peraturan Bank Indonesia 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi 
Bank Syariah 



 
 

 
 

6.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJ 

K.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi 

Informasi.49  

 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 

adalah penyediaan layanan keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi 

dana dan penerima dana secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan 

internet, baik untuk pendanaan konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. 

LPBBTI syariah harus mematuhi ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan 

Syariah Nashional-Majelis Ulama Indonesia. Produk pembiayaan syariah yang 

ditawarkan oleh LPBBTI harus menggunakan akad-akad syariah seperti 

Murabahah, mudharabah, musyarakah, dan akad lain yang sesuai dengan fatwa 

DSN-Majelis Ulama Indonesia. Setiap akad harus dijelaskan dengan jelas dan 

transparan kepada semua pihak yang berkepentingan. 

7.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJ 

K.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank 

Umum.50  

 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJ 

K.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum 

mengatur tentang bagaimana bank umum harus menyelenggarakan dan mengelola 

teknologi informasi untuk mendukung operasional. Peraturan ini mencakup 

pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, 

termasuk tata kelola, manajemen risiko, serta keamanan informasi dan data. Bank 

harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdokumentasi terkait 

penyelenggaraan teknologi informasi.  Kebijakan tersebut harus mencakup seluruh 

siklus hidup teknologi informasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, hingga 

penghentian penggunaan. 

 
49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJ K.05/2022 tentang 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 
50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJ K.03/2022 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum 



 
 

 
 

8. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/II/DSN-MUI/2018 

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah.51  

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 117/II/DSN-MUI/2018 tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 


